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BUPATI DEIYAI 

PROVINSI PAPUA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI 
 

NOMOR 2 TAHUN 2019 
 

T E N T A N G 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI DEIYAI, 

 
 

Menimbang :  a.  bahwa    sesuai   dengan    perkembangan   yang    tidak    sesuai     
 dengan  asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar 

unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan 
yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, 

maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud    

huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019. 

 
 

Mengingat   :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969  tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom 
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1969 Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 2907); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir Undang – 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) ;  

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574) ; 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, 

Nomor 137, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575) ; 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

23. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5272); 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5556), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057) ; 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan ; 

32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) ; 

33. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan 

Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198) ; 

34. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 42) ; 

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 253) ; 

36. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan 
Khusus Provinsi Papua ; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310) ; 
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38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Serta Tata Cara 

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525) ; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

541); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah   (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 

Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 

Nomor 157). 

 
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau 

Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, 
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan ; 

 

44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2017 tentang 
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun 

Anggaran 2017 Kepada PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEIYAI 

dan 

BUPATI DEIYAI 

 
MEMUTUSKAN :  

 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Pasal 1 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Tahun 

Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut : 
 

1. PENDAPATAN DAERAH 

a. Semula  Rp. 899, 686, 502, 839, 00 

b. Bertambah (Berkurang)  Rp. 43, 254, 170, 437,64        

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan   Rp.   856, 432, 332, 401, 306 

 

Pasal 2 

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri 

dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah    Rp. 1, 500, 000, 000, 00 

a.1. Semula   Rp.   1, 500, 000, 000, 00 

a.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 0, 00                        

 Jumlah Pendapatan asli daerah  

 setelah Perubahan   Rp. 1, 500, 000, 000, 00 

 

b. Dana Perimbangan sejumlah : 

b.1. Semula  Rp.   688, 285, 661, 000, 00 

b.2. Bertambah (Berkurang) Rp.    1, 052, 803, 616, 00 

 Jumlah Dana Perimbangan  

 setelah Perubahan   Rp.     689, 338, 464, 616, 00 

 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah : 

c.1. Semula  Rp.   209, 900,841, 839, 00 

c.2. Bertambah (Berkurang) Rp.   (44, 306,974, 053, 64) 

 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  

 setelah Perubahan   Rp. 165, 593, 867, 785, 36      

 

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis Pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah :  
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a.1. Semula  Rp.    450, 000, 000, 00 

a.2. Bertambah (Berkurang) Rp.     0,00 

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan  Rp.    450, 000, 000, 00 

 

b. Retribusi Daerah sejumlah : 

b.1. Semula  Rp. 150, 000, 000, 00 

b.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 0, 00        

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan   Rp.   150, 000, 000, 00 

 

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah : 

d.1. Semula  Rp. 900, 000, 000, 00 

d.2. Bertambah (Berkurang) Rp.0, 00       

 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

 setelah Perubahan   Rp.  900, 000, 000, 00 

 

3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b terdiri dari 

jenis Pendapatan : 

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah : 

a.1. Semula  Rp.      35, 388, 173, 000, 00 

a.2. Bertambah (Berkurang) Rp.      1, 052, 803, 616, 00 

 Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  

 setelah Perubahan   Rp.  689, 338, 464, 616, 00 

 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah : 

b.1. Semula  Rp.    502, 354, 327, 000, 00 

b.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 0, 00                             

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 502, 354, 327, 000, 00 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : 

c.1. Semula  Rp.  150,543, 161, 000, 00 

c.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 0, 00 

 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 150,543, 161, 000, 00 

 

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

sejumlah : 

b.1. Semula Rp.      5,913,434,839.00  

b.2. Bertambah (Berkurang) Rp.      6,258,436,363.00  

 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan  

 Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp.  12,171,871,202.00 
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b. Dana Penyesuain dan Otonomi Khusus sejumlah : 

            b.1. Semula                        Rp. 197,318,582,000.00  

            b.2. Bertambah (Berkurang)     Rp. (43,896,585,416.64) 

 Jumlah Dana Penyesuain dan Otonomi  

   setelah Perubahan                    Rp. 153,421,996,583.36  

 

c. Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

sejumlah : 

           d.1. Semula Rp.    6,668,825,000.00  

 d.2. Bertambah (Berkurang) Rp.     (  6,668,825,000.00) 

 Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp.   0, 00 

 

Pasal 3 

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah : 

          a.1. Semula                    Rp. 428,793,870,604.00  

          a.2. Bertambah (Berkurang) Rp.  (19,013,373,675.91) 

 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 409,780,496,928.09 

b. Belanja Langsung sejumlah : 

b.1. Semula        Rp. 469,392,632,235.00  

b.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 17,071,187,732.27  

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 486,463,819,967.27  

 

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah : 

a.1. Semula                                Rp.  215,691,733,354.00  

          a.2. Bertambah (Berkurang)     Rp. (36,873,723,667.91) 

 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan   Rp. 178,818,009,686.09  

 

b. Belanja Hibah sejumlah : 

b.1. Semula        Rp. 31,407,348,250.00  

b.2. Bertambah (Berkurang) Rp.15,020,000,000.00  

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 46,427,348,250.00  

 

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah : 

c.1. Semula                       Rp. 20,000,000,000.00  
           c.2. Bertambah (Berkurang)     Rp. 16,498,000,000.00  

 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp.  
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d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa sejumlah  

d.1. Semula  Rp.     160,194,789,000.00  

d.2. Bertambah (Berkurang) Rp.     (13,157,650,008.00) 

 Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota  

 dan Pemerintah setelah Perubahan Rp. 147,037,138,992.00  

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah : 

 e.1. Semula Rp.              1,500,000,000.00  

e.2. Bertambah (Berkurang) Rp.               (500,000,000.00) 

 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1,000,000,000.00  

 

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah : 

  a.1. Semula Rp.               40,750,065,020.00  

            a.2. Bertambah (Berkurang)    Rp.               4,806,903,396.00  

 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan    Rp. 45,556,968,416.00  

 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah : 

           b.1. Semula      Rp.              249,004,478,121.00  

           b.2. Bertambah (Berkurang)    Rp.                      23,191,629,948.86  

 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 272,196,108,069.86  

 

c. Belanja Modal sejumlah : 

  c.1. Semula Rp.                179,638,089,094.00  

   c.2. Bertambah (Berkurang) Rp.                (10,927,345,612.59) 

  Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan     Rp. 168,710,743,481.41  

 

 

Pasal 4 

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri 

dari: 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah : 

a.1. Semula       Rp.      0.00  

          a.2. Bertambah (Berkurang)    Rp.         42,121,402,333.00  

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp.  42,121,402,333.00  

 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah : 

          b.1. Semula Rp.      1,500,000,000.00  
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b.2. Bertambah (Berkurang) Rp.      809,417,839.00  

    Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 2,309,417,839.00  

    

2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri dari jenis Pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah : 

            a.1. Semula                       Rp.                 0.00  

            a.2. Bertambah (Berkurang)     Rp.                12,121,402,333.00  

     

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya                       

setelah Perubahan Rp.   12,121,402,333.00  

   

3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri dari jenis Pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah : 

      a.1. Semula                                Rp.              1,500,000,000.00  

      a.2. Bertambah (Berkurang)    Rp.              0.00  

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan   

Rp. 1,500,000,000.00  

 

Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari  :  

1. Lampiran I  : Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II  : Ringkasan  Perubahan  APBD   menurut   urusan   
      pemerintahan daerah dan organisasi; 

3. Lampiran III : Rincian   Perubahan   APBD    menurut    urusan   

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 

4. Lampiran IV  : Ringkasan  Perubahan  belanja  menurut  urusan 

pemerin - tahan daerah, organisasi, program dan 

kegiatan ; 
5. Lampiran V  : Rekapitulasi  Perubahan  belanja   daerah  untuk   

keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintahan  daerah  dan  fungsi                           
dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; 

6. Lampiran VI  : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per  

jabatan; 
7. Lampiran VII  : Daftar      Kegiatan      -     kegiatan       anggaran    

sebelumnya  yang belum diselesaikan dan  

dianggarkan  kembali  dalam tahun anggaran ini; 
8. Lampiran VIII  : Daftar Dana Cadangan; 

9. Lampiran IX  : Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 6 
 

 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.    
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Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah. 
 

 
 
Ditetapkan di  Waghete 

           Pada Tanggal 20 Oktober 2019 
 
                                                                   BUPATI DEIYAI, 

        ttd 
 
                      ATENG EDOWAI 
 
Diundangkan di Waghete 
Pada tanggal  21 Oktober 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH 
                 
 ttd 
 
MARTEN UKAGO,SE,M.Si 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2019 NOMOR 2 
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